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TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/ PET{YIMPAN BARANG

PADAsATuAt{KER.IABADAITKEPEUIAIANDAERAH
KABUPATEN I{ALMAIIERA BARAT

TAITUN ANGGARAN 2OL6

BUPATI IIALMAHERA BARAT,

Menimbang : a 
B*X,i #,,tr[ffi}i"::# 318]*ffi u1L1l'*"ffi
Pasal 5 ayat 121 iluruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tatrun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik

N.g*"ln aetah, maka '"t15 
kelancaran pelaksanaan

prJgr* dan kegiatan dipandang perlu-- menunjuk

i'"rr]sorr"iPenyimpan Barang-pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupate.r Hut*'t'era Barat Tahun Anggaran 2016;

b. batrwa saudara FTRDINALDO, AMd, yang diusulkan oleh

i<.pal. Bad,an Kepegawaian - Daerah selaku pejabat

p"iggurr" barang dianglaq cakap dan memenuhi syarat

serta -*prr- ',iJt"tt""ttakan 
tugas sebagai

Pengurus /Penytrrrpan barang pada satuan kerja Badan

Keplgawaian D aerah Kabupaten Halmahera Barat ;

C.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati

tentang Penunjukan Pengurus/PenyimPll - 
tT"t* pada

Badan Xepegari,aian Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Tahun Anggaran 2OL6

Mengingat : 1 
U*ffiilx;$tr5 L:frT %'ffi,i,"r'JiTT3'?'i:n',il
pembentukan fiaeralr-daerah Swatantra Tingkat II Dalam

Wilayah Daerah swatantra Tingkat I Maluku menjadi

Undang-undang;

2.Undang-undangNomor43TahunlgggtentangPerubahan
atas UndrtSrr?d.tg 8 Tahun L974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian;

3.Undang-undangNomor6Ta]eun2oootentangPeruba}ran
atas Undang-rlndang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

PembentukanProvin""ltr,t,t,t..,Utara,KabupatenBurudan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
pembentukan 'i{abupaten Halmahera Utara, Kabupaten

Halmahera selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten

Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi

Ma1uku Utara;
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5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4

Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

tentang

2Ol4 tentang8. Undang-undang Nomor 23 Tahun
Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2oo7
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18

Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor ...t ....
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten HalmaheraBarat Tahun Anggaran 2016;

surat Kepala BKD No 716180012015 tgl 31 Desember 2ol5
perihal : Penyampaian Usulan Bendahara.

MEMUTUSKAI\I:

Menunjuk Saudara F.ERDINALDO, AMd, Nip' 79A30422
20100i f 010, sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Pada

Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Halmaher a Barat dengan atasan langsungnya Kepala Badan
Kepe gawaian D aerah Kabup aten Halmatrera Barat'

Pengurus/Penyirnpan Barang sebagairnana dirnaksud
Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku-

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan
Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum
sebagai berikut :

KETIGA



-J-

SPECIMEN
PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG

TANDA TANGAN PARAF

w tuq

KEEMPAT : Keputrrsan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal E )an udr\' 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

/r/
NAMTO H. ROBA

Tembusan: DisamPaikan kePada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala BKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

lr
\J


